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BUPATI TABANAN  

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN BUPATI TABANAN 
NOMOR  61 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TABANAN, 

 
Menimbang : a.  bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berbasis 

akrual telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Tabanan;  

b. bahwa dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi berbasis 
akrual secara konsisten dan tetap berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, diperlukan penyesuaian-
penyesuaian pada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
TABANAN 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 
Nomor 12), diubah sebagai berikut: 

 
1. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “d. 
Persediaan”, poin “PENGUKURAN DAN PENILAIAN”, diubah 
sehingga menjadi sebagai berikut: 

PENGUKURAN DAN PENILAIAN 

Persediaan disajikan sebesar:  

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, 
biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya 
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada 
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan 
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.  

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan 
memproduksi sendiri.  
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya 
langsung yang terkait dengan persediaan yang 
diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 
secara sistematis.  

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi.  

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out) 
sehingga persediaan akhir dihitung dimulai dari harga 
pembelian terakhir. 
 

2. LAMPIRAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN TABANAN pada huruf “M. KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PER AKUN”, nomor “1. Aset”, huruf “f. Aset 
Tetap”, poin “PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN”, diantara 
angka (14) dan (15) ditambahkan angka (14a) yang berbunyi 
sebagai berikut: 
(14a) Perhitungan nilai penyusutan aset tetap yang 

mendapat nilai kapitalisasi (Capital Expenditure) 
terhadap sebagian maupun keseluruhan fisik aset 
diperhitungkan dari nilai aset secara keseluruhan 
(satu kesatuan). 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 

 
 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal  4 Desember 2018 

BUPATI TABANAN, 
 
 
 

NI PUTU EKA WIRYASTUTI 
 
 

Diundangkan di Tabanan 
pada tanggal  4 Desember 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,  

 
 
 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 64 


